
 

 

BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Penegakan Sanksi administratif dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 

terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi baru sebatas sanksi 

Administratif dimana hanya sampai penutupan tempat usaha selama 

maksimal 2x24 jam, dan tidak ada kasus yang dikenakan sanksi 

adminitratif berupa denda.  

2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satuan Polisi 

Pamong Praja Bukittinggi) dalam menegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 

terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam mematuhi tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru 

yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yang mana faktor partisipasi 

masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting dalam penegakan 

hukum tersebut. Selain itu faktor yang menjadi kendala dalam penerapan 

perda AKB ini di Kota Bukittinggi adalah karena kurangnya pengetahuan 

masyarakat , yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosisalisasi yang 

diberikan oleh satpol PP Kota Bukittinggi. Kendala lain yang ada dalam 

penerapannya adalah kurangnya fasilitas kesehatan yang disediakan oleh 

para pelaku usaha untuk setiap pengunjung, dan juga pelaku usaha tidak 

dapat membatasi jumlah kunjungan yang ada sehingga menyebabkan 

kerumunan. 

B. Saran 

1. Penulis berharap pelaku usaha khususnya rumah makan dan cafe untuk 

dapat mematuhi aturan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, agar dapat 



 

 

mematuhi aturan dalam menjalankan Protokol Kesehatan agar tidak 

mendapatkan sanksi administrative lagi sebagimana diatur dalam 

Peraturan Daerah tersebut. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Satuan 

Polisi Pamong Praja agar terus memperingati dan mensosialisasikan 

Peraturan Daerah tersebut. 

2. Penulis berharap agar masyarakat Kota Bukittinggi khususnya pelaku 

usaha agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan 

tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019, dimana kepedulian masyarakat sangat membantu Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Serta 

diharapkan kepada seluruh pelaku usaha untuk dapat memenuhi dan 

mencukupkan fasilitas kesehatan mereka untuk para pengunjung. 


